
BAB V 
KESIMPULAN 

 
 

 Terorisme kembali menjadi wacana dan perhatian publik dan negara-

negara di dunia setelah tragedi WTC, 11 September 2001. Peristiwa ini, dengan 

bantuan media massa, telah mengingatkan masyarakat dunia akan bahaya 

terorisme bagi kemanusiaan. Lebih dari itu, kejadian ini menjadi amunisi baru 

bagi berbagai negara untuk secara offensif melakukan aksi-aksi pemberantasan 

terorisme bahkan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip kedaulatan, hak asasi 

manusia, dan hukum internasional. 

 Terorisme kemudian menjadi salah satu tema diplomasi internasional yang 

utama, mengalahkan tema hak asasi manusia, korupsi, dan globalisasi. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian dan target diplomasi 

terorisme internasional karena kondisi keamanan, sosiologis, dan geopolitik yang 

sangat memungkinkan menjadi salah satu basis organisasi terorisme Jemaah 

Islamiyah yang memiliki jaringan dengan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden.   

 Sikap yang tegas dalam menghadapi terorisme memang diperlukan dan 

sudah semestinya diambil. Namun perlu diperhatikan pula bahwa dalam 

menangani sebuah aksi terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi 

darurat, sikap yang over-responsif dapat berpengaruh negatif terhadap 

perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia. Hal ini terutama 

disebabkan oleh ketidakjelasan definisi terorisme yang menjadi landasan bagi 

respon negara selanjutnya.  

 Beberapa kali memang diserukan oleh Komisi HAM PBB, tindakan yang 

diambil oleh pemerintah dalam menagani terorisme seringkali menimbulkan 

masalah baru berkaitan dengan hak asasi manusia. Suatu negara biasanya 

menerapkan prosedur khusus dimana dimungkinkan untuk melakukan pengecekan 

identitas, pemeriksaan dari rumah ke rumah, dan tindakan lain yang berpengaruh 

terhadap hak privacy seseorang serta aturan-aturan pengadilan yang adil. Dalam 

konteks ini, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan 
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berkumpul, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak dalam suatu wilayah 

sering kali diabaikan dalam kebijakan pemerintah melawan terorisme.  

 Dalam kondisi darurat, beberapa langkah atau tindakan yang bersifat 

“khusus” memang perlu untuk diambil, namun langkah dan tindakan khusus 

tersebut tidak seharusnya menafikan apalagi melanggar norma-norma hukum dan 

hak asasi manusia yang berlaku universal. Dalam meninjau beberapa tindakan 

khusus yang bisa diambil oleh pemerintah dalam kondisi darurat, alasan yang 

bersifat protektif dan bukannya represif harus menjadi titik point. 

Dimungkinkannya untuk menunda pelaksanaan beberapa hak tertentu secara 

hukum harus diikuti oleh penjaminan akan dipenuhinya secara efektif beberapa 

hak dasar, yang secara khusus ditujukan untuk mengembalikan kondisi bernegara 

dan bermasyarakat yang normal.  

 Dilema utama dari badan intelijen di seluruh dunia berkenaan dengan cara 

mereka untuk berperan sebagai pelindung demokrasi, sementara pada saat yang 

sama beroperasi secara rahasia dan tidak terbuka kepada publik. Dalam 

masyarakat demokratis semua badan intelijen dihadapkan dengan tantangan untuk 

meraih keseimbangan antara kerahasiaan dan keterbukaan. Mempertahankan 

transparansi kegiatan intelijen sampai tingkat tertentu adalah salah satu jalan yang 

terbaik untuk memastikan pengendalian dan pertanggung jawaban demokratis, 

yang tentunya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan 

publik terhadap badan intelijen. Namun semua pihak harus tetap waspada; 

hakekat intelijen berkaitan dengan kenyataan bahwa menentukan keseimbangan 

antara kerahasiaan dan demokrasi adalah sesuatu yang pelik.  

 Badan intelijen dapat dan harus ditentukan dan diatur oleh suatu kombinasi 

antara hukum publik dan aturan rahasia. Sistem pengendalian, supervisi dan 

pengawasan badan intelijen diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan yang 

digunakan dalam pengumpulan intelijen memenuhi standard yang dapat diterima 

oleh masyarakat yang dilayaninya.    

 Batasan secara hukum dapat diterapkan dalam pengumpulan intelijen tanpa 

melemahkan fungsi mereka dalam melindungi demokrasi. Sumber dan metode 
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dapat diatur secara legal dan dijadikan subyek pengawasan tanpa 

mengkompromikan kerahasiaan yang dibutuhkan untuk perlindungan mereka.  

 Untuk pengendalian dan pengawasan yang efektif dari badan intelijen, 

undang-undang tidaklah cukup. Harus ada cara yang efektif untuk menafsirkan 

dan menegakkan hukum dengan menggunakan lembaga independen dan 

memastikan bahwa mereka bertanggungjawab kepada publik. Pengaturan yang 

tentang pemisahan kekuasaan dapat menciptakan struktur yang efektif untuk 

memastikan pengendalian dan pengawasan yang mandiri.  

 Tanpa struktur pengendalian dan pengawasan dalam bentuk perundangan 

dan badan independen fungsi pengumpulan intelijen dapat menjadi kurang efektif. 

Badan intelijen dapat tergoda untuk menggunakan standard dan cara 

pengumpulan yang tidak terpercaya dan secara hukum diragukan. Reformasi 

intelijen tidak harus bertentangan dengan tindakan kontra-terorisme. Peristiwa 

9/11 telah membuat semakin penting untuk menjamin tetap efektifnya baik 

struktur demokrasi yang dapat melindungi sistem demokrasi dari berbagai 

ancaman maupun operasi kontra-terorisme dan intelijen.   

Terorisme telah menjadi ancaman permanen dalam lingkungan keamanan 

Australia. Tanggung jawab pemerintah adalah tugas intelijen, keamanan dan 

lembaga penegak hukum mengarahkan upaya-upaya kontra-terorisme mereka 

untuk menganalisis dan mencari ancaman, serta untuk melindungi Australia dan 

masyarakatnya, harus siap untuk menanggapi ancaman-ancaman dan serangan 

ketika diperlukan, dan melakukan upaya untuk memperkuat ketahanan di dalam 

komunitas mereka dan masyarakat. Upaya-upaya pemerintah dalam kontra-

terorisme meningkat setelah serangan di Amerika Serikat pada tanggal 11 

September 2001. Terdapat dukungan bipartisan untuk kebijakan kontra-terorisme 

yang kuat dan hal ini tetap terjadi. 

Di Australia, legislasi anti-terorisme yang diajukan ke parlemen federal 

memasukkan kewenangan Jaksa Agung untuk melarang aktivitas kelompok-

kelompok (minoritas) tertentu dan mengurangi hak-hak tersangka di dalam 

tahanan.  
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 Bahwa baik negara demokrat ataupun otoriter, dewasa ini sama-sama 

mengkondisikan warganya untuk memilih di antara liberty dan security. War 

against terror telah dijalankan di berbagai negara dengan dua kecenderungan 

utama yang seragam: dengan mengesampingkan dan melanggar hak-hak serta 

kebebasan dasar yang dikualifikasikan ke dalam non-derogable rights di satu sisi; 

dan mensyahkan kewenangan militer di sisi lain ke dalam masalah penegakkan 

hukum.  

Produk legislasi anti-terorisme, secara khusus undang-undang counter-

terrorism, yang akhir-akhir ini terbit dan diberlakukan sebagai hukum di berbagai 

negara, pertama-tama bisa dipandang dari sudut keperluan itu. Hukum, dalam 

masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur 

pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Dengan cara menetapkan batasan-

batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak 

warga negara dari kemungkinan abuse of state power. Dengan mengingat ulang 

teori itu, bisa dikatakan bahwa produk legislasi anti-terorisme sebenarnya perlu 

dan bersesuaian dengan kepentingan warga negara terhadap perlindungan hak-

haknya.  

 Kendati demikian, harus selalu diingat: “liberty and security of person”, 

adalah hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara yang – selain tidak boleh 

dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable) – bersifat tidak dapat 

diceraikan (indivisible). Adalah sangat berbahaya bila negara bertindak dalam 

pikiran keliru bahwa hak-hak fundamental itu bisa saling menggantikan.  

 Terorisme memang merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai 

fenomena politik kekerasan, kaitan antara terorisme dan aksi teror tidak dapat 

dirumuskan dengan mudah. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, 

kelompok, ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan 

idiosinkratik, kriminal, maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan 

sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersi, 

ataupun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kesamaan tindakan 

terorisme terletak pada penggunaan kekerasan secara sistematik untuk 

menimbulkan ketakutan yang meluas.  
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 Perkembangan teknologi dan globalisasi telah menjadikan ancaman 

terorisme semakin serius dan kompleks karena ketersediaan sumber daya dan/atau 

metode baru. Oleh karena itu upaya pemberantasan terorisme tidak mungkin 

dilakukan hanya secara nasional semata.  

 Tatanan demokrasi mengutamakan keunggulan cara-cara persuasif, 

negosiasi, dan toleransi daripada cara-cara koersif, pemaksaan, dan penggunaan 

kekerasan. Konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai ketika semua pelaku 

politik menempuh cara-cara demokratik sebagai satu-satunya kepentingan 

mereka. Dengan demikian, merebaknya aksi teror merupakan ancaman serius 

terhadap demokrasi itu sendiri.  

 Adalah kewajiban negara (state duty) untuk mencegah dan memerangi 

terorisme. Secara prosedural, kewajiban ini menimbulkan dilema antara 

keniscayaan pemberian diskresi kewenangan kepada institusi negara di satu pihak 

dan keharusan negara untuk tetap melindungi kebebasan sipil (civil liberties), 

terutama yang termasuk dalam rumpun non-derogable rights, di pihak lain. 

Kebijakan untuk memerangi terorisme harus senantiasa bertolak dari beberapa 

prinsip, antara lain :  

1. Perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak 

individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat 

dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam non-derogable 

rights, dalam jangka waktu sementara, dan untuk kepentingan publik.  

2. Pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini 

dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip checks and 

balances dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, 

spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan, dan tersedianya 

mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksanaan kebijakan. Negara 

mempunyai kewajiban untuk tetap mengutamakan kepentingan publik.   

 

Tidak ada kebijakan kontra-terorisme yang berlaku universal untuk 

demokrasi. Setiap konflik yang melibatkan terorisme memiliki karakteristik 

sendiri yang unik. Dalam rangka untuk merancang sebuah respon yang sesuai dan 
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efektif, setiap pemerintah nasional dan penasihat-penasihat keamanan perlu 

mempertimbangkan sifat dan tingkat keparahan ancaman, politik, sosial, ekonomi 

dan strategis, serta kemampuan dan kesiapan intelijen mereka, polisi, sistem 

peradilan, undang-undang anti-terorisme mereka (jika ada) dan, bila perlu, 

ketersediaan dan nilai potensi kekuatan militer mereka dalam bantuan kekuatan 

sipil untuk memerangi terorisme. Tentu saja, tidak hanya skala dan intensitas 

tanggapan negara-negara demokrasi yang akan bervariasi, juga komponen kunci 

dari strategi kontra-terorisme harus disesuaikan dengan jenis ancaman terorisme 

yang dihadapi. 

Dalam memerangi tantangan dari gerakan-gerakan teroris dengan 

beberapa tingkat dukungan massa dan sumber daya yang penting, pemerintah 

demokratis harus memenangkan pertempuran untuk legitimasi dan dukungan 

dengan menunjukkan bahwa mereka dapat menanggapi kebutuhan dasar dan 

tuntutan masyarakat. Dukungan dan persetujuan umum merupakan dasar 

pemerintahan demokratis yang efektif. 

Tanggapan demokratis yang tepat untuk mematikan teroris semacam ini 

adalah dengan mengerahkan sumber daya kontra-terorisme dari intelijen dan 

polisi serta sistem peradilan dan penjara untuk mencegah dan menekan ancaman 

ini bagi orang yang tidak bersalah. Agar strategi ini sukses maka dituntut kontrol 

terpadu dari seluruh operasi kontra-terorisme, layanan intelijen dengan kualitas 

terbaik, pasukan keamanan yang memadai yang memiliki berbagai keterampilan 

kontra-terorisme dan loyalitas lengkap kepada pemerintah, dan yang terakhir 

adalah adanya kesabaran dan tekad.  

Intelijen berkualitas tinggi adalah jantung dari strategi kontra-terorisme 

proaktif. Hal ini telah digunakan dengan keberhasilan penting melawan banyak 

kelompok-kelompok teroris. Dengan mendapatkan peringatan sebelum operasi-

operasi teroris direncanakan, persenjataan teroris, personil, asset-aset keuangan 

dan taktik pengumpulan dana, sistem komunikasi dan sebagainya, menjadi layak 

untuk mendahului serangan-serangan teroris dan akhirnya membuka struktur sel 

teroris kemudian membawa anggota-anggotanya ke pengadilan. Contoh 

mengagumkan dari proaktif terorisme adalah intelijen memimpin kontra-terorisme 
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yang sering diabaikan atau dilupakan oleh publik, tetapi hal ini tidak seharusnya 

menipu masyarakat dengan meremehkan nilai mereka. Pada tingkat internasional, 

contoh yang paling mengagumkan adalah kerjasama intelijen yang gemilang 

antara Sekutu yang menggagalkan kampanye Saddam Hussein banyak 

dibanggakan dari kampanye ‘holy terror’ selama operasi Desert Shield dan Desert 

Storm. 

Menghadapi skenario terorisme berlanjut sampai abad ke-21, apa yang 

menjadi prospek masyarakat internasional mencapai perbaikan dalam kebijakan 

mereka dan langkah-langkah untuk memerangi terorisme? Begitu banyak 

langkah-langkah yang dilakukan tergantung pada kualitas para pemimpin politik 

dan penasihat-penasihatnya dan kekuatan moral serta kebulatan tekad masyarakat 

demokratis. Mereka harus mengadopsi prinsip yang jelas bahwa ‘one 

democracy’s terrorist is another democracy’s terrorist’. Prinsip-prinsip umum 

dari strategi garis keras untuk demokrasi liberal dalam memerangi terorisme 

memiliki track record terbaik dalam mengurangi terorisme.  

 Organisasi-organisasi terorisme memotivasi Negara untuk melanggar 

prinsip-prinsip demokrasi guna bertujuan untuk menjadikan negara Authoritarian. 

Australia mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam pilihan-pilihan demokratik 

terutama pada lembaga intelijen ASIO dengan melakukan pilihan terhadap 

kebijakan kontra-terorisme yang selalu diputuskan oleh lembaga eksekutif dan 

legislatif. Bahwa dilema tersebut juga diselesaikan dengan melakukan pendekatan 

defensive deterrence dari pihak ASIO yang membatasi aktivitas ASIO pada 

Preemptive Intelligence serta Warning of Attack. Sehingga ASIO dapat dikatakan 

untuk memprediksi skenario adanya serangan teroris sebelum terjadi, serta 

memberikan langkah penyiagaan dini (early warning) terhadap adanya ancaman-

ancaman bagi kepentingan dalam dan luar negeri Australia.  

Dalam demokrasi liberal organisasi terorisme sepenuhnya memanfaatkan 

kebebasan demokratis dalam rangka untuk menyebarkan fitnah propaganda dan 

merusak nilai-nilai, yang tujuannya adalah untuk mengacaukan lembaga-lembaga 

dan pemimpin demokrasi parlementer. Dapat menunjuk kepada banyak 

karakteristik dari demokrasi liberal yang cenderung memiliki dampak langsung 
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terhadap ruang lingkup kegiatan terorisme. Nilai-nilai demokrasi liberal 

didasarkan terutama pada kebebasan berbicara, berkumpul dan gerakan yang 

memungkinkan untuk pertumbuhan kelompok-kelompok teroris dan organisasi-

organisasi dari aktivis.  

Pada dasarnya terorisme merupakan masalah politik. Terlepas dari apakah 

penyelesaiannya dicari melalui cara-cara hukum, militer atau klandestine, sasaran 

utamanya adalah menghilangkan persoalan politik yang telah menimbulkan 

terorisme itu, dan membangun tekanan-tekanan internasional yang cukup kuat 

terhadap organisasi-organisasi teroris dan negara-negara yang mendukungnya 

untuk memaksa mereka menghentikan aktivitas terorisnya. 

Yang paling penting adalah menemukan akar penyebab timbulnya 

terorisme itu, dan berupaya menghilangkan atau mencabut akar-akarnya itu. 

Dalam hubungan terorisme internasional, pertimbangan kepentingan nasional 

masing-masing negara akan tetap merupakan faktor penentu apakah sesuatu 

tindakan itu dianggap terorisme atau bukan.  

Dalam rangka menilai ketepatan dan kepatutan tanggapan nasional dan 

internasional terhadap terorisme, kita harus selalu meninjau setiap aspek dari 

terorisme, sebagai aktivitas politik, aktivitas kriminal atau konflik intensitas 

rendah.   
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